BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Hasil penelusuran pustaka dan pengumpulan data di lapangan yang telah

dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat dasar hukum dalam Islam yang mewajibkan agar tanah
wakaf memiliki sertifikat wakaf, namun terdapat anjuran untuk melakukan
pencatatan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum dan menghilangkan
kebimbangan terhadap status harta wakaf. Sedangkan menurut Pasal 32 dan
Pasal 69 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tanah wakaf
wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat.

2.  Masjid Jami Miftahussalam di Desa Jayamukti Kecamatan Leuwisari
Kabupaten Tasikmalaya yang tidak memilki sertifikat tanah wakaf maka
dalam daftar umum Kantor Pertanahan statusnya terdaftar sebagai hak atas
tanah yaitu hak milik atas nama wakif, bukan merupakan tanah wakaf atas
nama nazhir. Sehingga akibat hukumya, masjid tersebut tidak memiliki alat
bukti otentik yang kuat sebagai tanah wakaf. Selain itu dengan tidak adanya
sertifikat tanah wakaf, Masjid Jami Miftahussalam tidak terdaftar dalam

registrasi umum wakaf Departemen Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan beberapa saran antara lain:
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Tanah wakaf harus memiliki sertifikat tanah wakaf agar memiliki bukti
otentik kuat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak atas
tanah wakaf apabila terjadi sengketa.

Nazhir dari Masjid Jami Miftahussalam segera mengajukan permohonan
pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) ke Pejabat Pembuat
Akta lkrar Wakaf (PPAIW), sehingga PPAIW dapat mendaftarkan harta

wakaf ke Kantor Pertanahan dan diperoleh sertifikat tanah wakaf.
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